PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

: a bahwa dalam rangka melakukan pemantsuan dan pengawasan terhadap

kegiatan media informasi dan komunikasi, sojalan dengan ketentuan Pasal
28 Peraturan Daersh Kota Palembang Nomer 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang informasl dan
komunikasi, perfu dilakukan upaya pembinaan yang mecliputi penatasn,
pengaturan dan pemanfastan serfa penmertiban medis informasi dan

b. balwa schubungan dengan huruf a diatas, scbagai upaya pembinaan dalam
rangka pemantauan dan pengawasan media informasi dan komunikasi,
scsuai dengan perkembangan keadsan, maka kegiatan pemantauan dan
pengawasan bidang informasi dan komunikasi tersebut periu dipungut dan
diatur retribusinya berdasarkan standar jasa polayanan yang diberikan:

¢. bahwa untuk memenuhi maksud torsebut, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

¢ L Undang-undsng Nomor 28 Tahun 1959 ientang Pembentukan Daerah

Tingkat IT dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913),

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta (Lembaran
Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomeor
3362).

3. Undang-undang Nomor 8 Tahua 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara
RI Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473),
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 048).

5. Undang-undang Nomor 24 Tehun 1997 tentang Penyisran (Lembaran
Negara RI Tahun 1997 Nomor 24)

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeérintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839).

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keusngan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembarin Negara Rl Talum 1999 Nomor 71,
Tambahan Lembernn Negars Nomor 3848) -

8. Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nogara
Nomor 3952).

9. Poraturan Pemerintsh Nomor 66 Tahun 2001 tentang  Retribusi Dacrsh
MMMRITMMIMHU?.TMWMN@:
Nomor 4139).
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10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan  Perundang-undangan dan Benfuk Rancangan
Rancangan Persfuran Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintsh Kota Palembang.

12. Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Strukfur Organisasi

13. Koputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 4
Tahun 2002 tentang Persotujuan terhadap Rancangan Persturan Daerah
Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Pemanfastan Media
Informasi dan Komunikasi.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

¢ PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN

DAN RETRIBUST PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI.

Dacrah adalah Kota Palembang,

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksckutif Dacrah.

Kepala Daersh adalah Walikota Palembang.

WIWMMMWMWM&M

Sckretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dinas Dacrah adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palembang.

Kepala Dinas adalsh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota

Palembang.

Orang adaleh orang pribadi yang melakukan usaha pemanfaatkan media

informasi dan komunikasi.

9. Badan adalsh suatu bentuk badan ussha yang melipuli perscroan terbatas,
perseroan komandifer, persoroan lainnya, badan usaha milik negara atau
bentuk ussha fetap ser ta badan usaha lainnya,

10. Penyelenggars Media nformasi dan Komunikasi adalah orang atau badan

yang melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan
kepribadian

NAwsw e

Lo

I1. Pelayanan Informasi dan Komunikasi sdalsh segals sesustu yang
berhubungan dengan pelayanan dan pemanfastan ussha dibidang media
informasi dan komunikas.

masyarakal.
13. Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi adalah setiap usaha komersil yang
memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi bagi kepentingan
rasyarakal.
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Usaha Penerbitan dan Grafika  adalah usaha yang menggunakan peralatan

cetak yang memproduksi barang cetakan untuk kepentingan penerbitan dan

bersifat komersial,

umum dalam benfuk sam dan mempergonakan gelombang radio scbagai

media.

Penyelenggara Radio Siaran Non Pemerintsh adalsh Orang atau Badan yang

Pemanfastan Ussha TV Swasta adalah pemancar TV yang ditujukan kepada

umum dalam bentuk gambar dan smuara baik meropakmn sisran sctempat

maupun reley termasuk sistem pendistribusian siaran.

Usaha Wamet adalah usaha yang bersifat komemsial dengan memanfaatknn

sistem jaringan informasi yang menggunakan ieknologi media.

Usaha Promosi adalsh kegiatan secars sistematis untuk memperkenalkan

kepada masyarakat terhadap produksi yang dibasiikan,

Pamcran  adalah  kegiatan mempedihatkan, memperfunjukan  dan
produk barang dan jasa kepada masyarakat.

mempertontonkan

komersil

Usaha Rental Vidio adalsh usaha penyewaan dan penjustan rekaman vidio
(VCD, DVD, LD).

Ukaha Play Station Game adalah usaha jasa penjualan dan penyewaan untuk
hiburan dan permainan,

Pengusaha aniena parabola adalah orang atau badan yang mompegjualbelikan
receiver dan atau anlena parabola.

Pengguna antena parabola adalsh orang at badm yang memanfaatkan
antena parabola,

Film adalsh karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi
vidio dan atan bahan hasil penemuan teknologi

Peredaran Film dan Vidio adalah kegiatan penyebar luasan film seluloid dan
rekaman vidio kepada konsumen.

Rekaman Vidio adalsh rekamanan gambar dan suara yang dibuat pada pita
schuloid dan disc (VCD, DVD, LD).

melakukan kegiatan ussha dibidang reatal vidio (VCD, DVD, LD), play
station game, peredaran film dan vidio, pengguna antena parabola, produksi
film dan rekaman vidio.

Retribusi Izin Pemanfastan Media Informasi dan Komunikesi yang
pemanfaatan media informasi dan komimikasi,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atsu badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi,

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

wakiu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
Surat Pendafitaran Obyek Retribusi Dacrah yang sclanjutnya disingkat
SPAORD adalah surai yang digumakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan obyek retribusi dan  wajib retribusi  sebagai  dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi Daersh.
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36. Surat Ketetapan Retribusi Dasrah yang sclanjutnya disingkst SKRD
mmxm?mmmwjmmmﬂmim

terhutang,

37. Surat Ketctapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang
sclajutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan,

38. Surat Ketctapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang mencntukan jumlah kelcbihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari
retribusi yang terutang atau scharusnya tidak terutang,

39. Surat Tagihan Retribusi Dasrsh untuk selanjutnya disingkat STRD adalah
sural untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

40. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap STRD atau dokunien lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

41.Pmﬁmmmmmkmmdmmpu&m
dan mengeloln data dan atau Kketerangan lainnya dalam rangka

peraturan
iz.hyidikm:[’mdakl"idmndinldmketrmud Daerah adalsh

BAB I

PERIZINAN

Pasal 4
komunikasi dalam Daerah wajib atas izin dan rekomendasi Kepala Dacrah,
Pasal 5

(1) Untuk mendapatkan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 4

Peraturan Daerah ini, penyclenggara harus mengajukan permohonan
lertulis kepada Kepala Daerah melahi Dinas Daersh.
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(2) Syaratsysrs! pengajuan permohonan idn dan  rekomendas schagaimana
dimakend ayat (1) pasal ini, adalsh sehagni berikut :

a. Persyaratan permohonan rekomendasi pemanfaatan media informasi
dan komunikasi harus melampirkan :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
2. Pholo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU),

3. Photo copy NPWP,

4. Dafiar spesifikasi usaha.

b. Persyaratan permohonan izin pemanfastan media informasi dan
komunikasi haros mefampirkan :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
2. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

3. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (STUP),
4. Rekomendasi dari distributor film dan rekaman vidio.

Pasal 6

(1) Rekomendasi dan izin pemanfistan media informesi dan komunikasi  diberikan
alas nama penyelenggar,
komunikasi  dimust kelenfuan-kelentuan yang harus  dipatuhi  oleh
penyclenggara,

Pasal 7

(1) Jangka waktu berlakunya rekomendasi dan izin pemanfastan media
informasi dan komunikasi ditetapkan selama usaha fersebut masih
hajaimdnﬁdaktumwahupuhhmmmuﬁdﬁupn

dipindahtangankan.

(2) Unink mhwwdﬂﬂm
dimaksud ayat (1) pasal ini, penyclenggars usshs jasa media informasi dan
komunikasi wajib melakukan pendaftoran nlang sctiap 3 (tiga) tabum sekali
terhifung scjak tanggal Surat rekomendasi dan izin ditetapkan.

(3) Syarat-syarat pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud
ayal (2) pasal ini, adalah sebagai berikut :

a. Melampirkan Surat Izin pemanfastan media informasi dan
komunikasi yang ashi.
Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (STTU) yang asli.

photo copy lunas PBB dan Retribusi tahun bejalan.
Melampirkan daflar indentitas tenaga kerja.

Pasal 8

Mmmmmmmm&mm
dicabut dan tidak berlaku apabila penyelenggara :

Tidak melakukan kegistan pokok sesuai izin yang diberikan.

Tidak memenuhi ketenfuan yang ditetapkan dalam rekomendasi dan
surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi,

¢, Melakukan perubahan dan perfuasan usaha dan tanpa izin dari Kepala

po o

oap



BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 9

Pombinaan yang diberikan kepada penyelenggara pemanfastan media
informasi dan komunikasi meliputi :

a. Memberikan pedoman berupa petunjuk ifcknis pelaksanaan Peraturan
Dacrah ini dan kelentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku,

b. Momberikan bimbingan dan arahan (erhadap (atalaksana  usaha
pemanfaatan media informasi dan komunikasi,

¢. Melaksanakan supervisi dalam bentuk anjangsana  dalam rangka
pembinaan tertib administrasi dan operasional usaha pemanfaatan media
informasi dan komunikasi.

d. Melakuksn penclitian dan kelayakan terhadap permohonan rekomendasi
dan izin pemanfastan media informasi dan komunikasi

Pasal 10

Penyelenggara pemanfaatan media informasi dan komunikasi berkewajiban
untuk :

1Bmmuwmpm$uuhmdhmhmumnhmm“mmhmﬂnm
kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pomanfaatan media
informasi dan komunikasi,

b. Memeliharm keharmonisan kerja scsama karyawan serta kenyamanan para
peminat dan pengunjung.

€. Menyediakan tempat duduk bagi para pelanggan secara tertib dan dapat
secara transparan dipandang oleh umum.

d. Membuat dan memasang papan nama usaha pemanfastan media informasi
dan  komunikasi dengan sopan dan tertib, tidak menimbulkan dugaan
kearah asusila yang negatif,

¢. Menyediaksn buku penerimasn dan pengelusran pemanfastan media
informasi dan komunikasi.

£ Menyampaikan laporan scoara periodik setiap 1 (satu) bulan mengenai
penyelenggaraan pemanfaatan media informasi dan komunikasi ke Dinas
Dacrah.

g Mcataati tata (ertib yang ditetapkan Kepala Dacrah.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 11

(npqmmm terhadsp pemanfastsn mwdia informasi den  komumikasi
dilaksanakan oleh Dinas Daorah dan dibantu Tim yang beranggotakan Instansi

tericait,
a)&up;wn;mman:mm pelanggaran yang dilakukan olch
penyolenggara pemanfaatan media informasi dan komunikasi diberikan
teguran dan stau peringatan terfulis.

(3) Apabila toguran dan ate peringatan tevtulis schagaimana dimakend ayat (2) pasal ini
tidak diindahkan, Kepala Docrsh barwenang mengambil tindokan sanksi borapa
pencabutan nekomendasi dan suat izin peanfiatan modia informast dan komumilsd
serta dilakukan pergyegelan,



BAB VI
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 12

Olﬁakmmfnmmdiuhfuwdmkmmihdmmhppunhﬂn
rekomendasi dan surat izin pemanfastan media informasi dan komunikasi
melipuii :

b. Pemberian surat izin :
1. Rental vidio (VCD, DVD, LD).
2. Play Station Game,
3. Peredaran film dan rekaman vidio,
4. Pengmsaha antena parabola.
5. Produksi film dan rekaman vidio,

Pasal 13

Subjek pembinaan pemanfastan media informasi dan komunikasi adalah
orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pemanfaatan media informasi
dan komunikasi.

BAB VII
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Untuk setiap pemberian surat izin usaha pemanfastan media informasi dan
komunikasi serta daftar ulang dan plat nomor dikenakan retribusi

(2) Besarnya retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan
sebagai berikut :

A. Pemberian surat izin pemanfastan media informasi dan komunikasi :

a. Rental vidio (VCD, DVD, LD) ................Rp. 150.000.-lokasi
¢. Peredaran film dan rekaman vidio.
1. Peredaran film
1) Izin edat/pertunjukan film wonnens Rp . 75.000.~fudul
2) Izin edar/pertungukan film keliling..... ..Rp.  50.000.~/judul
2. Peredaran rekaman vidio

1) Izin edar/pertunjukan vidio keliling ....Rp  25.000.~/udul
2) Izin edar rekaman vidio
d. Pengussha antena parabola ... ................ Rp. 75.000.-/unit
¢. Produksi film dan rekaman vidio
1. Usaha produksi film
3) Produksi film dokumenter .............. Rp.250.000.~judul
2, Usaha produksi rekamann vidio
1) Produksi rekaman vidio cerita ...... ... Rp. 500.000.-/judul
2) Shooting vidio komersil ..........o.0.... Rp. 50.000./bulan




B. Daftar ulang izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi
scbesar 50 % dari tarif yang ditetapkan berdasarkan golongan
C. Besamya binya setiap plat nomor ............cocuva.. Rp. 25,000.~/plat
BAB VIl
GOLONGAN RETRIBUST
Pasal 15
Retribusi izin vsaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IX
TOLOK UKUR PENGUNAAN JASA
Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarksn pelayanan, jenis, golongan dan
Jjangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Dacrah,

BABX
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSIT
Pasal 17

BAB X1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 18

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Dacrah tempat pelayanan jasa dan
fasilitas diberikan.



BAB XIIT
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 21

mmmmwmwmm
wakiu yang akan ditctapkan oleh Kepala Dacrah.

Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada sast ditetapkannya SKRD atsu dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB X1V
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 23

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.
(2) MWWM(I)MMMW&M
jelas, benar dan lengkap serta ditenda tangani oleh Wajib Retribusi atau

kuasanya.
(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan pemyampaian SPAORD
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kopala Dacrah.

BAB XV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 24

(1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah
ini, ditetapkan retribusi torhutlang dengan menesbitkan SKRD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan.

G}Mﬁ@mmmﬁh%mﬁmhﬁm
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan olch
Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 25

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan,

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

(n dedeqjﬂ)Rﬂribusiﬁdakmmhayul:pupadaquyam
mm,mmmwmmm{m
pﬂm}lﬁﬁlpbﬂlﬂduiuﬁibmimmmmhmgdﬁmm
ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemanfastan media
informasi dan komunikasi dan melanggar Pasal 10 Peraturan Dacrah ini,
maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta
membekukan/melsrang operasional ussha pemanfaatan media informasi
den komunikasi yang bersangkutan,
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BAB XVl
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 27

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
(2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka wakwn pemakaian,
pembayaran reiribusi dilakukan setelsh berakhimya jangka wakiu

pemakaian,

(3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan,

(4) Tala cara pembayaran, penyctoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Kepala Dacrah.

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 28

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD  atan dokumen lin yang
MSKRMT.STRD,MMKWMKMM
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

BAB XX
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 29

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dacrah atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajuken keberatan atas ketetspan Wajib
Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran
ketelapan retribusi tersebut,

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dus) bulan
scjak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbilkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertenu dapat
menunjukkan bahwa jangka wakiu im tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di lnar kekuasaannya,

(3) Keberatan yang tidak momenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud ayat
(Zjdl:mﬂ)paulhi.ﬁdakdimmwhlwmlkm
schingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksansan penagihan retribusi.

Pasal 30

(1) Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak

tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan

yang diajukan.
(2) Keputusan Kepala Dacrah atas keberatan dapat berupa mencrima
scluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya retribusi

yang
(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telsh
lewat dan Kepals Daerah tidak memberikan suatn keputusan, keberatan

yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN RETRIBUSI
Pasal 31

(1) Atas kelcbihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapst mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah,

) Kmm:hdahnjmgknwakwﬁ(m)hdmnjlkdhhmyn
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, harus memberikan kepuinsan,

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah
dilampaui dan Kepala Dacrah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama | (satu)
bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan
pembayaran retribusi schagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung
mﬁmmmmmmmmummmmm

(ﬂwmmmw@mm
ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua )
bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLRB,

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakokan setelsh lowat
Jjangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dacrah memberikan imbalan bunga
scbesar 2% (dua persen) scbulm atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 32

(1) Permohonsn pengombalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
sccara ferfulis kepada Kopala Dacrah dengan sekurang-kurangnya
menycbutkan:

a.  nama dan alamat wajib retribusi

b. masa retribusi

¢. besamya kelebihan pembayaran

d. alasan yang singkat dan jelas,
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan

Iangseng atan melalui pos tercatal,
G)Bltﬁmimnolahpejabxbunhmbukﬁpwgiﬂnnp«mt

merupakan bukti saat pesmohonsn diterima olch Kopala Daerah.

Pasal 33

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, scbagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) Peraturan
Daerah ini, pembayaran dilakuksn dongan cara pemindahbukusn dan
bukti pemindahbuluan juga berlaku schagai bukti pembayaran.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pazal 34

(1) Kepala Dacrah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan relribusi,
(2) Pemberian  pengurangan, keringanan dan  pembebasan  retribusi
scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi.
(3) Tala cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Kepala Dacrah.
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BAB XX1I
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 35

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi,

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
tertanggnh apabila:

a.  diterbitkannya surat teguran; atau
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
manpun tidak langsung,

BAB XXTV
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 36

(1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus
Penerima Dinas Dacrah, atau petugas yang ditunjuk.

(2) Selambat-lambainya 1 x 24 jam sesudah penerimasn semua hasil
pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Dacrah melalui Bendahara
Khusus Pencerima harus sudah menystorkannya ke Bank Sumatera Selatan
Cabang Kota Palembang,

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(1) Polanggaran atas keintusn dalam Peraturan Decrah ini, diancam pidana
luningan sclama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-benyaknya
Rp. 5.000.000,- (tima juta rupish).

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan
keumngan Daerh diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam) bulan atsu
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terateng.

(3) Tindak pidena sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini
adalah pelanggaran.

BAB XXVI
PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Selain pejsbat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana
dapat juga dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di inglungan
Pemeriniah Kota Palembang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang ;

& Mencrima laporan atau pengaduan dari sescorang tentang adanya
tindak pidana.

b, Molsknken tindaken pertama pada saaf it di tempat kejadian dan melskukan
pamneriksaan,

¢ Menyuruh berhenti scorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari
tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda atau surat,
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e. Mengambil sidik jari dan memotret scscorang.
f. M@:&ﬁlmm didengar dan diperiksa schagai tersangka
atan

& Moxktagion omng shfi yang diporiuken dalam hubungannya dengmn
pemeriksamn porkara.

Dmdmmy.mmmmmahmmmm
bertentangan dengsn Persturan Dacrah ini, dicabut dan dinyatakan tidak

berlakn,
Pasal 40
(1) Dinas Informasi dan Komunikasi scbagai Instansi teknis pelaksana
Peraturan Dacrah ini.

pungutan Retribusi Daerah.

pelaksanaannya akan ditetapkan lebih Lanjut olch Kopala Dacrah.

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar supays scliap orang dapal mengetahuinys memerintahkan
Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Palembang.
Diundangksn di Palembang Ditetapkan di P‘?‘"’“ﬂ
gt ; /0 Januari 2002,
pada tanggal | # = /= 2002 pada tanggal
SEXAETARIS DAERAH XOTA PALEMEANE “’ 'OTA P
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